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ABSTRAK

CATATAN

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai
amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu
dilakukan  pemanfaatan terhadap  sumber-sumber pendapatan guna  menunjang
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten
Fakfak Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan dan tuntutan pemanfaatan sumber pendapatan daerah, sehingga perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 pasal 18 ayat (6); UU No. 34
Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 1997; UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 31 Tahun 2004; UU No.
12 Tahun 2008; PP No. 141 Tahun 2000; PP No. 142 Tahun 2000; PP No. 54 Tahun 2002; PP
No. 62 Tahun 2002; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007;
PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN No. 16 Tahun 2006; PERMEN KELAUTAN DAN
PERIKANAN No. 05 Tahun 2008; PERDAKAB FAK-FAK No. 7 tahun 2002; PERDAKAB FAK-
FAK No. 12 Tahun 2008.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan meliputi Ketentuan
Umum yang menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam Perda ini; Obyek dan Subyek
Retribusi; Pembinaan Usaha Perizinan; Maksud dan Tujuan Serta Tatacara Perizinan;
Golongan Retribusi; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
Struktur dan Besarnya Tarif; Cara Perhitungan Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi
dan Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan;
Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; keberatan; Pengembalian Kelebihan
Pembayaran; Pengurangan, Kekeringan, dan Pembebasan Retribusi; Kadaluwarsa Penagihan;
Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; dan Ketentuan Penutup.

Retribusi Izin Usaha Perikanan (RIUP) adalah pembayaran atas pemberian izin oleh
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha
perikanan. Wajib Retribusi adalah orang atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Struktur tarif digolongkan
berdasarkan jenis usaha, satuan kapasitas mesin, volume kapal, jenis komoditi dan volume
hasil perikanan.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Desember 2008;

Ditetapkan di Fak-Fak pada tanggal 15 Desember 2008;

Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda No. 7 Tahun 2002, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku;

Penjelasan 4 him.



